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PEMBATALAN ATAS SENGKETA SERTIFIKAT  
HAK MILIK ATAS TANAH 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab sertifikat hak milik 
atas tanah dibatalkan pengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri 
Sukoharjo No.55/Pdt.G/2014/PN.SKH dan untuk mengetahui perlindungan 
hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah yang beriktikad baik. Metode 
penelitian menggunakan metode pendekatan secara yuridids empiris dengan data 
primer berupa wawancara dan data sekunder dari bahan-bahan pustaka. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan analisis 
data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab 
sertifikat hak milik atas tanah dibatalkan pengadilan berdasarkan putusan 
Pengadilan Negeri Sukoharjo karena adanya perbuatan melawan hukum dan peran 
PPAT serta Kantor Pertanahan yang kurang teliti dalam kebenaran data (2) 
Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah yang beriktikad baik 
tidak diberikan kepada tergugat yang melawan hukum dalam menguasainya. 
 




This study aims to determine the factors causing land ownership certificate 
canceled by the court Sukoharjo District Court No.55 / Pdt.G / 2014 / PN.SKH 
and to determine the legal protection for holders of land title certificates of good 
will. The research method using an empirical approach yuridids with primary data 
in the form of interviews and secondary data from the materials library. Data were 
collected by literature study and field study with qualitative data analysis. The 
results of this study indicate that (1) the factors causing the certificate of title for 
the land is canceled court based on the decision of the District Court Sukoharjo 
for their actions against the law and the role of PPAT and Land Office of the less 
scrupulous in the correctness of the data (2) The legal protection for holders of 
certificates of land rights good will not be given to a defendant who unlawfully in 
the hang. 
 
Keywords: Certificate Properties, cancellation, Land 
 
1. PENDAHULUAN 
Banyak permasalahan tanah muncul atas hak tanah yang diberikan karena 
ketidakpahaman masyarakat maupun adanya perbuatan yang melawan hukum 
dimana persoalan itu sampai terbawa ke proses persidangan. Dengan demikian, 
perlunya masyarakat untuk kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah 
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tersebut maka masyarakat harus melakukan pendaftran tanah untuk memperoleh 
sertifikat hak atas tanah sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang 
menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Setelah melakukan pedaftaran tanah haknya akan dibukukan dalam daftar 
buku tanah dari desa yang bersangkutan. Tiap-tiap hak yang dibukukan dibuatkan 
salinan dari buku tanah yang bersangkutan untuk menguraikan tanahnya dibuat 
surat ukur kemudian dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas 
sampul yang bentuknya ditetapkan dalam peraturan disebut sertifikat.
1
 Sistem 
pendaftaran kita menganut sistem negatif dapat diartikan bahwa kebenaran data 
fisik dan data yuridis yang tercantum didalam sertipikat harus diterima sepanjang 
tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.
2
 
Sertifikat hak atas tanah yang telah didaftarkan ada banyak kemungkinan 
terjadi cacad hukum yang timbul dan akibatnya akan menimbulkan suatu 
permasalahan yang berujung pada permohonan pembatalan. Pasal 1 angka 14 
PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 pembatalan hak atas tanah yaitu pembatalan 
keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena 
keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya 
atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
Kemudian dengan adanya pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan yang 
berwenang. Eksekusi keputusan penyelesaian sengeketa atau konflik dilaksanakan 
oleh Kantor Pertanahan setempat. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa faktor yang 
menyebabkan sertifikat hak milik atas tanah dibatalkan pengadilan berdasarkan 
putusan Pengadilan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.SKH?(2) Bagaimana perlindungan 
hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah yang beriktikad baik?  
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui faktor penyebab 
sertifikat hak milik atas tanah dibatalkan pengadilan berdasarkan putusan 
                                                          
1 Effendi Perangin, 1991, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, 
Jakarta: Rajawali,Hal. 107 
2 Ibid, hal : 98 
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Pengadilan Negeri Sukoharjo (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi 
pemegang sertifikat hak atas tanah yang beriktikad baik. 
Manfaat penelitian ini adalah: (1) Untuk menambah pengetahuan dan 
melengkapi bahan bacaan dalam ilmu hukum perdata khususnya Hukum Agraria 
tentang pelaksanaan pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan 
Nasional dan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (2) 
Untuk memberikan masukan kepada para pihak terkait pelaksanaan pembatalan 
sertifikat hak milik atas tanah agar mendapatkan kepastian hukum serta 
memberikan gambaran mengenai hal pembatalan sertifikat hak atas tanah. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis 
empiris yang menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan 
berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berbahan hukum primer dari 
perundang-undangan yang kemudian dianalisis dengan data kualitatif yang 
menghubungkan data yang diperoleh dari responden dan data peraturan 
perundang–undangan serta bahan pustaka lainnya mengenai permasalahan yang 
diteliti untuk ditarik kesimpulan. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Faktor Penyebab Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 
Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.SKH 
Analisis kasus perdata di Pengadilan Negeri Sukoharjo Putusan 
Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.SKH, penulis berkesimpulan bahwa dilihat dari 
duduk perkara dengan pertimbangan hakim yang memberikan putusan 
menyatakan sebagai hukum para Penggugat adalah sah sebagai ahli waris 
Pengganti H. Parwo dari Pewaris Pak Amat Kasan. Tanah objek sengketa 
adalah milik para Penggugat yang berkedudukan sebagai ahli waris 
Pengganti H. Parwo dari Pewaris alm. Pak Amat Kasan. Pertama, 
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah 
menguasai dan tidak bersedia memberikan tanah objek sengketa kepada 
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para Penggugat. Tergugat untuk menyerahkan phisik sertifikat Hak Milik 
No. 2129 Desa Ngabeyan untuk memecah tanah objek sengketa menjadi 
atas nama para Penggugat, apabila Tergugat tidak mau membantu proses 
pemecahan sertifikat menjadi atas nama para Penggugat, maka dengan 
adanya putusan Hakim dalam perkara ini dapat digunakan untuk mengurus 
proses balik nama atas tanah objek sengketa menjadi atas nama para 
Penggugat. 
Peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan dalam kasus ini 
merupakan bentuk peralihan hak milik dapat beralih artinya berpindahnya 
hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu 
peristiwa hukum. Dengan meninggalnya pemilik tanah maka hak milik 
secara hukum berpindah kepada ahli waris sepanjang ahli waris memenuhi 
syarat sebagai subjek hak milik. Beralihnya hak milik atas tanah yang 
telah bersertifikat harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
setempat dengan melampirkan Surat Keterangan kematian pemilik tanah 
yang dibuat pejabat yang berwenang, surat Keterangan Ahli Waris yang 
dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti identitas para ahli waris, 
sertifikat tanah yang bersangkutan. Maksud dari pendaftaran peralihan hak 
milik atas tanah ini adalah untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan 
perubahan nama pemegang hak dari pemilik tanah kepada para ahli 
warisnya. Hal ini sesuai diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendafataran Tanah.
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Fakta yang ditemukan penulis bahwa perbuatan peralihan hak milik 
yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan faktor penyebab yang 
mengakibatkan adanya pembatalan para Penggugat yang dilakukan dengan 
mengajukan permohonan ke Pengadilan karena adanya perbuatan melawan 
hukum dan muncul suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap. Tergugat pada saat melakukan peralihan balik nama hak milik 
sertifikat atas nama Tergugat (Suwarjito) tanpa persetujuan para pihak ahli 
waris. Surat Keterangan Waris yang diserahkan pada PPAT dibuat dengan 
                                                          
3
 Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah cetakan ke-5, Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, hal.91-92 
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perbuatan yang melawan hukum tanpa diketahui oleh para pihak. 
Peralihan balik nama hak milik atas tanah oleh PPAT sebagaimana 
diketahui memiliki syarat: (a) Surat permohonan (b) Asli sertifikat hak 
atas tanah (c) Surat keterangan kematian dari yang berwenang (d) Surat 
keterangan ahli waris dari yang berwenang (e) Fotocopi KTP atau identitas 
dari para ahli waris (f) Fotocopi KTP atau identitas dari penerima kuasa 
yang disertai dengan surat kuasa jika permohonannya dikuasakan (g) 




Berdasarkan pemenuhan syarat dalam peralihan hak balik nama 
dihadapan PPAT tersebut seharusnya diteliti dengan benar oleh PPAT 
mengenai kebenaran dan keaslian syarat yang telah diajukan pihak 
Suwarjito selaku pihak yang melakukan proses peralihan hak balik nama 
khususnya mengenai Surat Keterangan Waris dalam subjek sebab balik 
nama waris yang diserahkan kepada PPAT dimana surat tersebut dibuat 
tanpa sepengetahuan dan persetujuan para pihak. Pada duduk perkara para 
Penggugat menyatakan tergugat memberikan blangko kosong setelah 
pertemuan pertama dengan meminta tanda tangan para Penggugat yang 
ternyata dipergunakan untuk membuat Surat Keterangan Waris guna 
kepentingan pensertifikatan balik nama a/n Suwarjito selaku tergugat 
sendiri. Disini PPAT hanya mempunyai fungsi yang begitu pasif karena 
tidak meneliti mengenai kebenaran data yang diberikan oleh pihak 
pemohon balik nama tersebut yang mana menimbulkan suatu 
permasalahan pada pemegangnya sehingga jaminan kepastian hukum tidak 
terpenuhi.  
Hal ini tidak sejalan dengan tanggungjawab PPAT dalam hal 
peralihan hak milik yang ditekankan beberapa perbuatan hukum yaitu (a) 
Mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta, misalnya 
mengenai jenis perbuatan hukum yang dimaksud oleh para pihak, 
mengenai sudah dilakukannya pembayaran jual beli dsb (b) Mengenai 
                                                          
4
 Ikhsan, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, 22 Desember 2016, pukul 12:45 WIB 
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objek perbuatan hukum, baik data fisik dan data yuridis. (c) Mengenai 




Kedua, PPAT setelah menerima berkas persyaratan dari pihak 
tergugat tersebut melanjutkan pendaftaran hak balik nama atas tanah 
kepada Kantor Pertanahan dengan pengajuan yang telah diterima PPAT 
oleh pihak tergugat sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1)  Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa 
(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai 
bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan 
rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh 
yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 
susun yang bersang-kutan sebagai warisan kepada Kantor 
Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian 
orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat 
tanda bukti sebagai ahli waris.  
 
Kemudian Kantor Pertanahan melaksanakan pendaftaran tanah 
dengan berkas yang telah diterima untuk dilakukan pendaftaran hak atas 
tanah tersebut. Kantor Pertanahan hanya memiliki fungsi yang pasif 
sehingga tidak meneliti dengan jelas mengenai kebenaran data yang telah 
diterima dari PPAT yang sebelumnya telah mengeluarkan akta untuk 
dilakukan penyerahan pendaftaran hak kepada Kantor Pertanahan. Kantor 
Pertanahan memeriksa hanya mengenai objek pendaftaran hak atas tanah 
dan subjek yang memohonkan pendaftaran peralihan hak atas tanah. 
Dengan demikian perilaku pasif pejabat berwenang menimbulkan suatu 
permasalahan yaitu mempermudah pihak yang tidak beriktikad baik untuk 
melakukan perbuatan pemalsuan dengan jelas melakukan perbuatan yang 
melawan hukum. Karena akta yang diterbitkan oleh PPAT merupakan akta 
otentik sehingga Kantor Pertanahan tidak begitu rinci untuk meneliti 
mengenai subjek secara jelas. Kantor Pertanahan melaksanakan tugas 
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sesuai dengan data yang masuk kepadanya dalam hal ini data yang dibawa 
oleh PPAT. 
Ketiga, pelaksanaan pembatalan Sertifikat hak milik atas nama 
Suwarjito merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Terdapatnya putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap menyebabkan batalnya suatu sertifikat hak 
milik atas tanah. Pembatalan tersebut lebih lanjut dilakukan oleh instansi 
pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Sukoharjo 
melakukan pelaksanaan pembatalan terhadap sertifikat hak milik atas 
tanah tersebut dan didasarkan atas permohonan para pihak yang 
berkepentingan yaitu para Penggugat yang telah mengajukan permohonan 
ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan 
Menteri Nomor 11 Tahun 2016 bahwa : 
(1) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , 
yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas 
tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan 
berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor 
Pertanahan setempat. 
 
Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah 
berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak milik 
atas nama Suwarjito dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Wilayah 
Kabupaten Sukoharjo langsung tidak lagi melewati Kantor Pertanahan 
Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016. 
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah 
yang Beriktikad Baik 
Objek sengketa dalam kasus perdata putusan Pengadilan Nomor 
55/Pdt.G/2014/PN.SKH berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak milik 
tanah Nomor 2129 atas nama Suwarjito selaku Tergugat melawan para 
Penggugat. Dinyatakan dalam putusan tanah objek sengketa dikuasai oleh 
tergugat sejak tanggal 17 Maret 2014 dengan cara memagari batas Masjid 
Ar Rohmah As Sholihin dan menembok serta memberi fotocopy Sertifikat 
Hak Milik atas tanah No. 2129 a/n Tergugat yang menyatakan tanah 
sengketa telah masuk kedalam sertifikat hak milik tersebut. 
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Peralihan hak milik objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 
merupakan penguasaan yang dilakukan tidak dengan iktikad baik dimana 
peralihan hak milik tersebut dilakukan tanpa diketahui dan tanpa 
persetujuan para ahli waris. Maka dari hal tersebut perlindungan terhadap 
jaminan pemegang sertifikat tidak ada. Akibatnya, para Penggugat 
menuntut hak atas tanah ke Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sebagaimana 
telah dijelaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, 
yaitu : 
(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 
termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 
bersangkutan. 
(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara 
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah 
tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka 
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat 
lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) 
tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor 
Pertanahan Nasional yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 
gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan 
sertifikat. 
 
Sertifikat merupakan surat tanda hak yang kuat akan tetapi 
sertifikat bukan satu-satunya surat tanda bukti pemegang hak atas tanah 
namun masih ada bukti lain tentang kepemilikan yang mampu 
membuktikan ketidakabsahan sertifikat tanah tersebut. Kekuatan 
pembuktian sertifikat hak atas tanah dibuktikan di persidangan melalui 
pembuktian keabsahan terhadap kepemilikan hak atas yang dijadikan 
penerbitan sertifikat tanah berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi 
seperti apa yang telah diajukan oleh para Penggugat dan tergugat dalam 
persidangan. 
Menurut penulis, dari sengketa tersebut bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh Tergugat dalam memperoleh sertifikat hak milik atas tanah 
telah melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak balik nama tanpa 
sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris yang lain untuk membuat 
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Surat Keterangan Waris. Dari seluruh bukti tertulis dan saksi yang 
diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa tanah 
tersebut benar dikuasai oleh Tergugat dengan perbuatan melawan hukum. 
Dengan demikian, sepatutnya perlindungan dan jaminan pemegang 
sertifikat yang diberikan oleh negara tidak bisa digunakan oleh Tergugat 
dalam penguasaan sertifikat hak milik atas tanah tersebut tanpa beriktikad 
baik.  
Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan dengan tujuan untuk 
menjamin hukum dan kepastian hak atas tanah. Penyelenggaraan 
pendaftaran tanah memudahkan pihak-pihak yang bersangkutan 
mengetahui status atau kedudukan hukum dari pada tanah tertentu yang 
dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan 
beban apa yang ada diatas tanah tersebut.
6
 
Suatu itikad baik perlu untuk memulai terlaksananya pendaftaran 
tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan terbitnya sertifikat atas 
nama pemegang hak atas tanah untuk keperluan pembuktian haknya. 
Pendaftaran tanah yang dilakukan untuk memberikan perlindungan serta 
jaminan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang tercatat 
dalam buku tanah yaitu Tergugat (Suwarjito). Oleh karena itu, para 
Penggugat dapat menuntut kembalinya sertifikat hak milik atas tanah 
tersebut yang mengacu pada sistem publikasi negatif yang kita anut.  
Sesuai dalam putusan Pengadilan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.SKH 
menyatakan sebidang tanah objek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat 
Hak Milik No. 2129 a/n Suwarjito (Tergugat) seluas kurang lebih 215 m2 
yang terletak di Dukuh Ngabeyan, Rt.02 Rw.02 Desa Ngabeyan, 
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo adalah tanah peninggalan 
alm. Pak Amat Kasan yang belum diwaris kepada Para Penggugat sebagai 
ahli waris Pengganti dari H. Parwo. Kemudian tanah objek sengketa 
adalah sah milik Para Penggugat yang berkedudukan sebagai ahli waris 
Pengganti H. Parwo dari pewaris alm. Pak Amat Kasan. 
                                                          
6
 Effendi Perangin,1991, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, 
Jakarta : Rajawali, hal. 95 
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Jika dikaitkan dengan pendaftaran tanah kita menganut sistem 
publikasi negatif, apabila orang sebagai subyek hak namanya sudah 
terdaftar dalam buku tanah, haknya masih memungkinkan dibantah 
sepanjang bantahan-bantahan itu dapat memberikan alat-alat bukti yang 
cukup kuat. Pendaftaran hak diselenggarakan dengan daftar-daftar umum. 
Terdaftarnya seseorang dalam daftar umum sebagai pemegang hak belum 
membuktikan orang itu sebagai pemegang hak. Dengan demikian 
pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut haknya kembali 
yang telah dialihkan tanpa pengetahuannya.
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Pada dasarnya, kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah yang  
tanpa dilandasi dengan itikad baik oleh Tergugat tidak memiliki 
perlindungan hukum serta jaminan kepastian hukum yang diberikan 
negara setelah dilakukan proses pendaftaran tanah dan munculnya 
sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana perlindungan yang diberikan 
dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
menyebutkan apabila setelah lewat jangka waktu lima tahun setelah 
diterbitkan sertifikat, maka sertifikat tanah tidak dapat digugat lagi, 
sehingga hal tersebut akan relatif lebih memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat. 
Berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.SKH 
hakim telah memberi putusan menghukum Tergugat atau siapapun yang 
diberi hak untuk menguasai atau menempati tanah objek sengketa untuk 
menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila 
perlu dengan bantuan kekuasaan alat negara/ polisi. Dilihat dari bukti-
bukti yang telah diajukan maka sengketa mengenai sertifikat hak milik 
tanah atas nama Suwarjito sebagai Tergugat adalah tidak sah dengan 
demikian Tergugat tidak memiliki hak lagi atas sertifikat hak milik atas 
tanah tersebut dan tanah diserahkan kepada para Penggugat untuk 
dikembalikan pada fungsi awal yaitu tanah wakaf masjid Ar Rohmah As 
Sholihin. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, faktor yang 
telah menyebabkan adanya pembatalan sertifikat hak milik Nomor 2129 atas 
nama Suwarjito yaitu dimana pemenuhan syarat dalam peralihan hak balik 
nama dihadapan PPAT tersebut dilampirkan Surat Keterangan Waris yang 
dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris yang lain dan 
PPAT dalam menerbitkan akta dalam proses balik nama tersebut dilakukan 
tanpa ketelitian mengenai kebenaran data subjek dan objek yang ada dalam 
Surat Keterangan Waris, Kantor Pertanahan hanya berperan pasif karena tidak 
meneliti mengenai kebenaran data yang diterima dan diajukan oleh PPAT 
dengan akta otentik dan adanya putusan pengadilan Sukoharjo yang telah 
berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak milik 
tanah atas nama Suwarjito selaku tergugat. 
Kedua, perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang sertifikat 
hak milik atas tanah dengan itikad baik tidak diberikan kepada Tergugat 
(Suwarjito) selaku pemegang sertifikat hak milik atas tanah Nomor 2129.  
Sebagaimana Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 jaminan 
serta perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemegang sertifikat hak 
milik yang beritikad baik dalam penguasaannya serta tidak ada pihak lain 
yang merasa mempunyai hak untuk mengugat hak tersebut. 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memeberikan 
saran sebagai berikut: pertama, terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
hendaknya kedepan jika menghadapi perkara yang sama dapat memberikan 
arahan dalam membantu proses sertifikat balik nama seharusnya diteliti 
dengan benar oleh PPAT mengenai kebenaran dan keaslian syarat yang telah 
diajukan para pihak yang berkepentingan dalam melakukan proses peralihan 
hak balik nama. Khususnya mengenai Surat Keterangan Waris yang diajukan 
serta alangkah baiknya mengetahui asal usul cara perolehan yang dilakukan 
para pihak yang dilakukan dengan iktikad baik. Sebaiknya PPAT dapat 
melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diberikan sehingga tahu latar 
belakang pihak yang mengajukan tersebut.  
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Kedua, terhadap Kantor Pertanahan dalam  mengeluarkan suatu 
keputusan dalam kasus yang sama dapat memeberikan pertimbangan lebih 
baik dan perlu adanya pegecekan ulang oleh petugas Kantor Pertanahan yang 
berwenang untuk itu terhadap data fisik dan data yuridis karena akan 
mempengaruhi kepastian hukum hak atas tanah. Sebaiknya Kantor Pertanahan 
dapat melihat latar belakang mengenai suatu permohonan yang diajukan oleh 
para pihak sehingga Kantor Pertanahan dapat menentukan dan mengetahui 
iktikad dari masing-masing pihak. Ketiga, terhadap pihak yang telah 
melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak milik sebaiknya lebih 
meneliti dan berhati-hati dalam mengajukan suatu permohoanan sehingga 
tidak terjadi masalah dikemudian hari. Sebaiknya meneliti secara benar 
mengenai kebenaran data yang diperoleh dan didasarkan pada itikad baik 
dalam penguasaan hak milik tersebut sehingga para pihak akan mendapatkan 
adanya jaminan serta perlindungan hukum. Kemudian para pihak tidak akan 




Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan karya ilimiah 
ini saya persembahkan kepada pertama, orang tua saya tercinta yang telah 
memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan do’a, sehingga saya dapat 
menelesaikan karya ilmiah dengan lancar. Kedua, adek dan sepupu tersayang 
yang selalu memeberikan dukungannya. Ketiga, dosen pembimbing yang telah 
memebrikan arahan, masukan tentang karya ilmiah ini. Keempat, teman-teman 
dan sahabat saya yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungannya. 
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